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BUPATI BUTON TENGAH
PROVINS[ SULAWESI TENGGARA

PERATURAIN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 5§ TAHUN 2020

TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA
DENGAN RAHNAT TIUHAN YANG MAHA ESA

BUPATT BUTCN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 Peraturan
Pemerinta - Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015
tentang lPerubahan atas Peraturan Pemerintah
Republik [ndonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomcr 5 Tahun 2014 tentang Desa yang
mengamanatkar Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Lembaga .‘dat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa
berdasarkin pedoman yang ditetapkan dengan
Peraturan \lenteri;

b bahwa Pe-aturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penataan Lembaga Kemasyarakatan sudah tidak
sesuai dengzan perkembangan sehingga diganti, dan
dengan telah terditnya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018
tentang Le nbaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa,

c. bahwa d:clam upaya memberdayakan masyarakat,
dipandang terus untuk mengoptimalkan peran
lembaga rasyaralkat di tingkat desa dan, sehingga
diharapka lembaga ini ke depan dapat berperan aktif
dalam keilcutsertaanya meningkatkan kesejahteraan
masyarakeif;



Mengingat

. bahwa Ltcrdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud clalarr huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga
Kemasyars katan Dz2sa dan Lembaga Adat Desa;

Undang-Udang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia !\omor 5195);

Undang-U1dang Nomor 15 tahun 2014 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan
Lembaran ‘egara Fepublik Indonesia Nomor 5562);
Undang-U~ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintal-an Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimara telali diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 T:ahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-U1dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintal an Daecrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran ‘egara Fepublik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagiar Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintal-an Dacrah Propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran ‘egara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan “emerin:ah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaks:énaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 201% tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia ~“ahun 2C14 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Iridonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diub:h dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 (Lemrbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomcr 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan “emerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2C!7 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Rej ublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tent:ng Psdoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tenting Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1037);

1C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor I8 Tahun 2018 tentang Lembaga
Kemasyare katan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita
Negara Rej- ublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang “engelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Rej ublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PTRATURAN BUPATI BUTON TENGAH TENTANG

LiIMBAGA K MASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA
ADAT DESA.

BAE 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan 3upati ini yeing dirnaksud dengan :

1.

Desa adalah desa dan d:sa acdat, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuar masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk menge ur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat sctempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asa usu!, dan/atau aiak rradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahait Negare Kesatuan Republik Indonesia;
Lembage Kemasyarakatan DJesa yang selanjutnya disingkat LKD adalah
wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut
serta  dalamr perencar aan, pelaksanaan dan = pengawasan
pembangunan. serta meni-igkatkan pelayanan masyarakat Desa;
Lembage Adai Desa yang selarjutnya disingkat LAD adalah lembaga
yang menyelenggarakan f.ingsi adat istiadat dan menjadi bagian dari
susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa
masyaraxat Desa,;



Pemerintahan Desa adalat peny:lenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuar Republik Indones: a;

Pemerintah Desa adalah k=pala Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD
adalah lembaga yang mnielaksarakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya mnierupakan ‘vakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan d'tetapkan secara demokratis;

Pembangunan Desa adal:h upava peningkatan kualitas hidup dan
kehidupen untuk sebesar -besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
dan

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan olen Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
Badan Permusyawaratan [esa.

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKD dan L.AD mealiputi :

a.

b.
C.

mendudukkan fungsi LKD lan LAL sebagai mitra Pemerintah Desa
dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;

mendayagunalan LKD dan LAD dalam proses pembangunan Desa; dan
menjamin kelancaran pelajyanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian kesatu
Pembentukan dan Penetapan

Pasal 3

(1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
(2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

memenuhi persyaratan :

a. berasaskan Pancasila din Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

berkedudul:an di Desa setempa;

keberadaarnya bermar aat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
memiliki kepengurusan yang tetap;

memiliki sekretariat yar- g bersifat tetap; dan

f. tidak berafiliasi kepada o»artai politik.
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(3) Ketentuen leb'h lanjut megena Pembentukan LKD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) di: tur dengan Peraturan Desa.



Iragia:n Hedua
Tugas dan Fungsi

Pasal. 4

(1) LKD bertugas untuk :
a. melakukan pemberdaya:n mesyarakat Desa;
b. ikut serta dalam perenc:naan dan pelaksanaan pembangunan; dan
c. meningkatkan pelayanaii masyarakat Desa.

(2) Dalam melaks:nakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, LKD mengusulkan program den kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas s:bagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD
memiliki fungsi :
a. menampung dan menyalur ian asp rasi masyarakat;

b. menanarnkan dan memup:. k rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;

c. meningkatkan kualitas dain mempercepat pelayanan Pemerintah Desa
kepada masyaakat Desa;

d. menyusun rencana, melaksanakar, mengendalikan, melestarikan, dan
mengembangkan hasil penm banginan secara partisipatif;

e. menumbuhkan, mengemr nangkar, dan menggerakkan prakarsa,
partisipasi, swadaya, serta 3otong royong masyarakat;

f. meningkatkan kesejahtera:n keluarga; dan
meningkatkan kualitas suiiber claya manusia.

Bagian Ketiga
Jenis

Pazsal 6

(1) Jenis LKD paling sedikit m :liputi :

Pemberdayaan Kesejah eraan Keluarga (PKK);

Karang Taruna;

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);

Lembaga Pemberdayaai Masyarakat (LPM);

Perangkat Rumah Ibad: (Peruda); dan

Majelis Ta'im atau sejenisnya.

(2) Pememm ah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain
sebagaimana dimaksud pez.da ayat ‘1) sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan.

(3) Ketentuan leb h lanjut mengena: jenis LKD sebagaimana dimaksud
pada ayet (1) citetapkan d:lam Peraturan Desa.
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Pasal. 7

(1) Pemberdayaan Kesejahtera:n Keluarga (PKK) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, bertugas membantu Kepala Desa dalam
melaksanakan pemberdaya:n kesejahteraan keluarga.

(2) Karang Taruna sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b,
bertugas membantu Kep:la Desa dalam menanggulangi masalah
kesejahteraan cosial dan pe 1gembangan generasi muda.

(3) Pos Pelayanan Terpadu (Posyand i) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1) huruf c bertugas membjaitu Kepala Desa dalam peningkatan
pelayanan kesehatan masy: rakat Dzsa.

(4) Lembaga Pemberdayaan !lasyaracat (LPM) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Kepala Desa dalam
menyerap aspirasi masyarzlkat terkait perencanaan pembangunan desa
dan menggerakkan masyarikat clalam pelaksanaan pembangunan desa
dengan swadaya gotong-royong.

(5) Perangkat Rumah Ibadah (l’eruda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat 1 huruf e, bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan
Iman dan Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

(6) Majelis Ta'lim atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
ayat (1) huruf f, bertugas membarntu Kepala Desa dalam pengamalan
ajaran keagamaan dalam <ehidupen sehari-hari, khususnya kelompok
perempusan.

Pasal 8

(1) Pengurus LKD. terdiri atas :

a. Ketus;

b. Sekretaris;

c. Bendahara: dan

d. Bidang, sesuai kebutul an.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditztapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan
selama & (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

(4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat
paling banyak 3 (tiga) keli masa jabatan secara berturut-turut atau
tidak secara berturut-turu-.

(5) Pengurus LKD dilarang mnerangkap jabatan pada LKD lainnya dan
dilarang menjadi anggota zalah satu partai politik.



BAB [II
LEMEAGA ADAT DESA

Pasal. 9

(1) LAD bersama Nasyarakat ['esa dar Pemerintah Desa harus menjujung
tinggi, menberdayakan, me ¢starika1 dan mengembangkan adat istiadat
masyarakat Desa.

(2) LAD bertugas membantu lPemerintah Desa dan sebagai mitra dalam
memberdiayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat
sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

(3) Dalam melaksanakan tuga: sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LAD
berfungsi :

a. melindungi ‘dentitas bucaya car hak tradisional masyarakat hukum
adat termesuk kelah an, kematian, perkawinan dan unsur
kekerabatan lainnya;

b. melestarikann hak ulay«at, tanah ulayat, hutan adat, dan harta
dan/atau kekayaan adat lainnye untuk sumber penghidupan warga,
kelestarian lingkungan h dup, den mengatasi kemiskinan di Desa;

c. mengembangkan mus awarah mufakat untuk pengambilan
keputusan calam musyawarah Desa;

d. mengembangkan nilai zdat istadat dalam penyelesaian sengketa
pemili<an waris, tanah dan kcnf ik dalam interaksi manusia,;

e. pengembangan nilai ad:t istiadat untuk perdamaian, ketentraman
dan ketertiban masyara-at Desa;

f. mengembangkan nilai :dat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan
masyarakat. seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan

g. mengembangkan kerja s..ma cergan LAD lainnya.

(4) Jenis cdan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi
sebagaimana dimaksud d:lam ayat (3) bersifat independen dan tidak
dapat diintervensi secara politik oleh oleh Pemerintah Desa.

BAB IV
HUBUNGAN KERJA LEV(BAGA {EMASYRAKATAN DESA DAN
LENIBAGA. ADAT DESA

Pasal 10

(1) Hubungan keja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat
kemitraan,

(2) Hubungan kerja LKD dan LAD deangan Badan Permusyawaratan Desa
bersifat konsultatif.



(3) Hubungan keria LKD da: LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan
lainnya di Desa bersifat kocrdinatif.

BABV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Bupati melakul:an pembine in dan pengawasan terhadap pembentukan,
pemberdavaan dan pendavaguriaan LKD dan LAD sebagai mitra
Pemerintah Desa di wilayahnva.

(2) Camat melakulan pembine in dan pengawasan terhadap pembentukan,
pemberdavaan dan pendayagunaen LKD dan LAD sebagai mitra
Pemerintah Desa di Desa.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

(1) Pembentukan [.LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini
berlaku mutatis mutandis b: gi pernbzntukan LKD dan LAD di kelurahan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pergaturan dan penetapan LKD dan LAD
di kelurahan diatur dengan Feraturan Bupati.

BAB VII
KETIINTUAN PERALIHAN
Pasal 13
LKD dan LAD yang telah dibentuk sebelum peraturan bupati ini berlaku,

tetap diakui keberadaannya sebagesi LKD dan LAD sepanjang tidak
bertentangan denzan Peraturan Bupati ini.

BARB VIII
KET ENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang menge ahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan DBupat ini deng:n penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal Maret 2020

BUPATI BUTON TENGAH,

{[= PARAF KOOR 71N 8]

s ey S DDIN

abungkari
pada tangga! Maret 2020

EKRETARIS DAERAH
GAJ,

BERITA DAERAH KABUPATEIN BUTON TENGAH TAHUN 2020 NOMOR



